ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini akibat adanya kerugian konsumen yaitu
pembatalan sepihak PSE OYO, miss informasi, double booking atau kegagalan
transaksi dan proses refund tidak jelas/ditolak. Kemudian penulis menemukan
adanya indikasi penerapan klausula baku. Adapun yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap
penerapan klausula baku oleh PSE OYO dan akibat hukum penerapan klausula
baku oleh PSE OYO. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung penelitian penulis
menggunakan pengumpulan data dengan studi kepustakaan data primer, sekunder,
dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat klausula baku pada term
of use dan guest of policy PSE OYO vyaitu berupa pengalihan tanggung jawab, hak
konsumen dan kewajiban PSE OYO yang sudah dijamin dalam UUPK, UUITE,
dan PP 71/2019. Klausula tersebut berupa tidak menjamin adanya informasi yang
benar, keandalan, keamanan, dan pengoperasian sistem elektronik yang akurat,
dan bekerja sebagaimana mestinya. Tidak hanya itu terdapat juga klausula yang
memuat tentang menolak mengajukan refund kepada konsumen jika dilakukan
pembatalan pesanan pada hari yang sama dengan check in tanpa
mempertimbangkan alasannya. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada
konsumen terbagi menjadi 2 yaitu preventif yaitu berupa regulasi pembatasan isi
klausula baku pada pasal 18 UUPK dan pasal 47 ayat (2) UUITE yang mengatur
bahwa perjanjian baku elektronik harus mengikuti perundang-undangan.
kemudian dalam hal pengawasan dilakukan oleh BPSK, pemerintah, masyarakat,
dan lembaga swadaya sengketa konsumen. Perlindungan Represif yaitu melalui
nonlitigasi yaitu BPSK dan litigasi yaitu pengadilan. Adapun bentuk
pertanggungjawabannya yaitu tanggung jawab mutlak. Sedangkan akibat hukum
penerapan kalusula baku oleh PSE OYO adalah batal demi hukum berdasarkan
pasal 18 ayat (3) UUPK, dan akibat hukum penerapan klausula baku bagi
konsumen adalah kerugian tidak memperoleh hak yang sudah dijamin oleh
perundang-undangan.
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ABSTRACT

The problems in this study are due to consumer losses, namely unilateral
cancellation of PSE OYO, miss information, double booking or transaction failure
and the refund process is unclear/rejected. Then the author found an indication of
the application of the standard clause. As for the formulation of the problem in
this study, namely regarding legal protection for consumers against the
application of standard clauses by PSE OYO and the legal consequences of
applying standard clauses by PSE OYO. The research method used is normative
with a statutory approach. To support the research, the writer uses data collection
with primary, secondary, and tertiary data library studies. The results of the study
show that there are standard clauses in the terms of use and guest of PSE OYO
policy, namely in the form of transfer of responsibility, consumer rights and
obligations of PSE OYO which have been guaranteed in the UUPK, UUITE, and
PP 71/2019. This clause does not guarantee the existence of correct information,
reliability, security, and operation of electronic systems that are accurate, and
work properly. Not only that, there is also a clause that includes refusing to apply
for a refund to consumers if an order is canceled on the same day as checking in
without considering the reason. Legal protection that can be given to consumers
is divided into 2, namely preventive, namely in the form of regulation of limiting
the contents of the standard clause in article 18 UUPK and article 47 paragraph
(2) UUITE which stipulates that electronic standard agreements must follow the
legislation. then in terms of supervision carried out by BPSK, government,
community, and consumer dispute non-governmental organizations. Repressive
protection is through non-litigation, namely BPSK and litigation, namely the
court. The form of accountability is absolute responsibility. Meanwhile, the legal
consequences of applying standard clauses by PSE OYO are null and void based
on article 18 paragraph (3) of the UUPK, and the legal consequences of applying
standard clauses for consumers are the loss of not obtaining the rights guaranteed
by legislation.
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